BUPATIASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR: 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
ASAHAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Daerah

sehubungan dengan telah berakhirnya kerjasama antara
Pemerintah Kabupaten Asahan dengan Pihak PT. Bank Rakyat
Indonesia (BRI) Cabang Kisaran dalam  penerimaan
pembayaran pajak daerah;

. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penerimaan

pembayaran pajak daerah perlu merubah tata cara
pembayaran pajak daerah yang tercantum dalam Peraturan
Bupati Asahan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Asahan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Asahan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentarg

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanagn
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

PeraturarPemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);
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. Peraturan Pemerintah Nomor ©9 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah  sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang
Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten
Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008
Nomor ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten
Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor
7);

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun
2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten ‘Asahan Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan
Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Asahan Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan
Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Asahan Nomor 7);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 14 ayat (1} dalam Peraturan Bupati Asahan
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun
2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Asahan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Asahan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor
11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Asahan Tahun 2014 Nomor 16), diubah sehingga berbunyi sebagai
sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Pembayaran pajek dilakukan pada:
a. PT.  Bank Sumut Cabang Kisaran Rekening AC.
260.01.02.003999.2 (diluar pembayaran PBB.P2);

b. PT. Bank Sumut Cabang Kisaran Rekening AC.
260.01.02.00.4000-3 (khusus pembayaran PBB.P2); dan/atau

C. Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Kabupaten
Asahan. Jln. Plamboyan No. 1 Sibogat Kisaran.

(2) Bupati Asahan dapat menghunjuk petugas pemungut Pajak
Daerah/atau PBB P2, Kolektor PBB P2 Desa/Kelurahan,
sc?bagai petugas penerima setoran pajak sementara, yang
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal < \—jawvrmi ﬂa:l_(‘

_~—BUPATI
“g ¥

ASAHAN,

g\ TAUFAN GAMA SIMATUPANG



